Ketimpangan' pendapi dapat mendorong daersh untuk
lehih kompetitif mym imbini lokal, tetapi juga dapat
menimbulkan masalah sosial yang serius, seperti meningkatnys kemiskinan
dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat mendorong pemerataan
pembangunan, sering kali pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan




distribusi pendapatan yang adil. Menurut Sahal (2023) rendahnya fingkat
ketimpangan ekonomi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarskat melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Penelitian
menunjukkan bahwa ketika pendapatan didistribusikan secara lebih merata
akses masyrakat terhadap pendi seschatan, dan peluang ekonomi juga
meningkat, yang pada gili

i & Sudibia (2015)

7 merupakan masalah perbedaan
pendapatan antara masyarakat atau perbedaon pendapatan antara daerah yang
maju dengan dersh yang tertinggal. Ketimpangan pendapatan dapat diukur
dengan melihat besarnya nilai indeks gini. Indeks gini diartikan sebagai

ukuran ketimpangan pendapatan yang wnilainva 0 (tefadi kemerataan



sempurna) sampai | (terjadi ketimpangan sempurna) (Todaro dan Smith,
2011: 254). Di Indonesia, ketimpangan pendapatan antar provinsi masih
terjadi dan terdapat perbedaan yang cukup tinggi pada setiap wilayah. Hal ini
dapat dilihat pada Grafik 1, yang menunjukkan fluktussi nilai indeks Gini di

ik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.1 data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024,
Jawa Baral menempati pasisi ketiga dalam ketimpangan pendapatan tertinggi
di Indonesia dengan rasio Gini sebesar 0,428, Urutan pertama_ ditempati oleh
DKI Jukarta dengan rasio Gini sebesar 0,431, diikuti oleh Yogyakarta dengan
rasio Gini 0,428, dan Jawa Barat dengan rsio Gini yang juga mencapai



0,428. Menurut Kepala Badsn Badan BPS Jawa Barat Darwis Sitorus
menyatakan bahwa rasio gini yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran
antara masyarakai perkotaan dun perdesann di Jawa Barat sebesar 0,428
termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Secara wilayah, rasio Gini di
dacrah perkotaan tercatat sebesar 0,439, lebih tinggi dibandingkan dengan
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Berikut gambar grafik perkembangan indeks gini provinsi jawa barat
dari tahun 2020-2024:

Indeks Ginl provinsi Jawa Barat

A;EEEE

gjﬁmmhﬁmm Pada
6. meningkat menjadi 0.412 tahun 2022, ¢

yang harus diatasi agar distribusi pendapatan di Jawa Barat dapat menjadi
lebih merata. Menurut Rosalitta (2022}, Peningkatan menunjukkan tantangan
yang perlu diatasi untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.
Kenaikan ini  dapat  disebabkon oleh  berbagai  faktor  yang
melatarbelakanginya.



Menurut penelitian Suhendra et al. (2021) perbedaan pendapatan yang
terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh variasi dalam sumber daya yang
dimiliki serta kefersediaan faktor produksi termasuk barang modal. Teori
Kumets yang ditlustrasikan melalui kurva U terbalik, menjelaskan bahwa
pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan  cenderung
meningkat. seiring e ! \

K ctimpangan pendapatan dapat di pa faktor salah
MMMTMH%}
(2015) pendidikan dan kesehatan

disebabkan oleh hubungan positif antara tingkat pendidikan, keterampilan,
dan produktivitas pekerje  dengan  kemampuan mereka memperoleh
pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan peneliian Khoirudin &
Musta’in {2020) menjelaskan bahwa produktivitas suatu wilayah berperan



penting dalam menentukan ketimpangan distribusi pendapatan. wilayah
dengan sumber days manusia yang lebih produktif. Baik karena pendidikan,
pelatihan, atau akses pekerjaan yang berkualitas cenderung memiliki
pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan produktivitas lebih
rendah.

Fenome il 1Nk

Tingkat kesempatan  kerja
kurangnya skses terhadap pekerjaan, yang pada akhimya dapat memperlebar
ketimpangan pendspatan di masyarokat. Selain itu menurut BPS provinsi
Jawa Barat (2024) terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi
angkatan kerja antara daerah perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat




Perkotaan cenderung memiliki lebihh banyak peluang kerja yang beragam,
mulai dari sektor industri, jasa, hingga teknologi. Sedangkan perdesaan
sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dengan akses terbatas
terhadap pekerjaan formal dan pengembangan keterampilan.

ketenagakerjsan pasca pandemi COVID-19 yang didukung oleh berbagai
kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan
kerja, khususnya melalui pengembangan sektor mdustri dan jasa.



Meskipun demikian, perbedaan signifikan dalam Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja, antara daerah perkotaan dan pedesaan selama periode 2021-
2024 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja belum merta. Duerah
perkotaan seperti Kota Bekasi, Bandung, Depok. dan Bogor yang memiliki

 dapat meningkatkan keterampilan dan_pengetahu;

pendidikan yang terbatas dapat memperburuk kelidaksetarasn, sementara
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan
antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu. kepadatan penduduk
yang tinggi sering kali berkontribusi pada persaingan sumber daya yang lebih




ketat, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi bagi kelompok yang kurang
beruntung.

Selin itu, teori Todaro menekankan bahwa sektor pendidikan
merupakan salah satu elemen penting dalam menyerap teknologi dan
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Berikut Gambar Grafik Persentase Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024,

:.=“l Eﬂlm Fﬂiﬂdﬂ‘ EDII-Z'BZJ-.

Daetah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor
umumnya memiliki rata-rata lama sekolah vang lebih tinggi dibandingkan
dengan daerah pedesaan seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan
Kabupaten Sukabumi.
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Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan sescorang, sehingga dapat memperluas peluang untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan potensi gaji yag
lebih tinggi. Di sisi lain tingkat pendidikan yang rendah dapat mengurangi
kesempatan pekerjaan yang lebih berkualitas, dan dapat meningkatkan
Menurut. penelition Nuraini (2017)

n menunjukkan

mampy sepenuhnys menampung arus angkatan kerja dari luar daerah
sehingga pengangguran ferbuka pun muncul. Dengan kata lain, semakin
banyak daerah atau desa yang memiliki angkatan kerja yang besar, maka akan

12



lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, pengangguran terbuka terjadi akibat
pembangunan daerah yang lambat dan tidak merata,

Schingga tingginya pengangguran akan berdampak  signifikan
terhadap penurunan pendapatan masyarakat. di mana individu yang tidak
memiliki pekerjaan kehilangan sumber pendapatan yang scharusnya diperoleh

n yang tinggi dapat

menciptakan distribusi pendapatan yang lebih meratn di masyarakal.
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Berikut Gambar Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Provinsi

Jawa Barat Tahun 2020-2024:

-_Imn-mnl_EH
s

— o M——
dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Menurut data BPS 2024
pengangguran Jawa Barat tercatat sebesar 6.75 persen, dengan jumlsh
pengangguran mencapai 1,81 juta orang (BPS, 2024), Meskipun terdapat
penurunan persentase dibandingkan tashun sebelumnya, tantangan dalam
pengetasan pengangguran tetap ada, terutama di kalangan generasi muda,
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Beberapa faktor penyebab pengangguran di Jawa Barat meliputi keterampilan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kondisi ekonomi yvang fluktuatif
serta keterbatasan kesempatan kerja (Wulandari & Rahmawati, 2022). Untuk
mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan

berbagai program, seperti pelatihans keterampilan untuk meningkatkan

ketimpangan pendapatan indonesia.

Penelitian Astuti & Alexandra (2023) dengan hasil penelitian adalah
tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan kalimantan tengah. Sementara itu penelitian
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yang dilakukan Muhamad & Rossy (2017) menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan di provinsi Jawa Timur.

Berdosarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah

Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024."
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1.2 Rumusan Masalah
Selama 5 tshun berturut-turet, Provinsi Jawa Barat mengalami
peningkatan ketimpangan pendapatan sejak tahun 2020 hingga 2024 bahkan
mulai dari tahun 2021 ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan
dengan indeks gini ialah 0.406 hinggasahun 2024 meningkat menjadi 0.428
yang mengindikasikan bahwa erjadi ketimpangan sedang yakni diatas 0.4,
ang semakin tidak

provinsi Jawa Bar
3. Bagaimana penga h ..—::-..-Iﬁ-n ketimpangan pem:hmtim
provinsi Jawa Barat tahun 2021-20247
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini
adalah sebagni berikut:
1. Mengetahui pengaruh kesempatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan
provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024

SLLELRS “hELm

keterampilan analitis. dan metodologis yang berguna untuk penelitian
selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini dopat menjadi landasan untuk

karya ilmizh atau publikasi di masa depan.
2. Bagi masyarakat

pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

18



ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Baral dengan mengetahui
pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan
tingkat pengangguran terbuka. masyarakat dapat lebih sadar akan
pentingnya  pendidikan dan  keterampilan dalam  meningkatkan
kesejahteraan ekonomi, selain ifu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi
i ang  lebih  inklusif dan

n pendapatan di

kan kebijukan yang lebih efektif

1.5 Sistematika Bab
Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai
berikut:
BAB I: Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang masalsh yang menjelaskan urgens:

18



o fujusa
bentuk pertanyaan penelitian. Selain itu bab ini juga mencakup tuj
pencitian Yany: Tngier dicyity mimsfant | peachttan' b penis
I | 15
pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta sistematika penuli

E@mm

.........

- '-l'vH
penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan
pengaluman  peneliti untuk perbaikan proses penclitian di masa
mendatang. .

Bab imi -l-'i-:n cesimpl '
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